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ABSTRAK

M. Yusuf (2021) Kualitas Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng
(dibimbing oleh Dr. H. Amir Muhiddinn dan H. Ansyari Mone)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peroses pelaksanaan
kualitas Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan
Sosial) Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian yang di gunakan
adalah metode penclitian kualitatif dan tipe penelitian yang di gunakan adalah
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan peroses pelaksanaan kualitas Pelayanan Aduan
Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Di Desa Bonto Jai
Kabupaten Bantaeng menunjukkan dari lima indicator yaitu 7angible (Bukii
Fisik), dimana bukti fisik yang di berikan berupa sarana dan prasarana dalam
pelayanan yang berupa alat-alat (Komputer, printer, dan lain-lain). Reability
(Kehandalan) memberikan pelayanan yang. sesuai dengan Kemampuan untuk
melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan
kesesuaian pelayanan. Responsivines (Ketanggapan) memberikan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai kualitas Puskesos, serta apa-apa‘saja yang perlu
dipersiapkan oleh masyarakat mengenai peroses pengaduan Puskesos. Assurance
(jaminan dan kepastian) menjamin semua masyarakat untuk mendapatkan haknya
yakni hak untuk memperoleh bantuan sosial, hak untuk bersekolah dan hak untuk
mendapatkan jaminan Keschatan. Emphaly (perhatian) memberikan perhatian
yang tulus, memberikan pelayanan yang sesuai dengan ‘apa yang menjadi
kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Keyword : pelayanan publik, Kualitas Puskesos
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional,
dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan
serta tanggung jawab yang sama dari berbagai pemangku kepentingan yaitu
pemerintah pusat, pemerintah -daerah, = dunia usaha  (sektor swata) dan
masyarakat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).

Adapun penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Khomsan, dkk
(2015) yang terjadi di Kelurahan Dago dari hasil studi awal penelitian dilihat
dari aspek: (1) Kemiskinan Kultural, datang dari dalam diri manusia yang
berkaitan dengan sikap keluarga miskin yang disebabkan oleh faktor
kebiasaan, mental maupun kognitif, seperti didapati masyarakat yang masih
belum tersentuh pelayanan penanggulangan kemiskinan dikarenakan belum
bisa membuka diri, ketergantungan dengan bantuan dar support system
terdekat (keluarga dan tetangga) dan boros; (2) Kemiskinan Relatif, lebih
berkaitan dengan masalah akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang
belum menjangkau keluarga miskin, sehingga menyebabkan ketimpangan
pada pendapatan. Adanya perubahan pembangunan dari perbukitan menjadi
café, hotel, dan kos-kosan menjadikan adanya ketimpangan antara keluarga

miskin dengan yang berpenghasilan tinggi; (3) Kemiskinan Struktural karena




rendahnya akses terhadap sumber daya keluarga miskin pada struktur seperti
kebijakan dan program sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dimana
program dan potensi yang ada di Kelurahan Dago belum merata, terlihat dari
jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2017 sebanyak 647
keluargaatau hanya 14,31% dari jumlah keluarga miskin yang terdata. Bukan
hanya itu, semenjak 2012 terdapat lebih dari 7 program pemerintah serta lebih
dari 3 perguruan tinggi yang -memberikan program penanggulangan
kemiskinan di Kelurahan Dago namun masih berjalan masing-masing dan
tumpang tindth.

Pemerintahan di Indonesia pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai
pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan
partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut
untuk lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salama im
penyelanggaraan pemerintahan di Indonesia mulai dar pemerintah pusat
sampai pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik belum berjalan
dengan baik atau prima.

Dewasa ini perkembangan zaman menjadi hal yang tidak bisa
ditinggalkan, dengan masuknya teknologi yang begitu pesat maka kesibukan
di tengah Masyarakat menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepas, terutama
Masyarakat perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan, pusat industri, pusat
perdagangan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kegiatan masyarakat di

tengah perkotaan banyak masalah yang harus dihadapi masyarakat, salah satu




permasalahan yaitu mengenai rendahnya pelayanan publik yang dilakukan
oleh aparatur pemenntah kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwasanya Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak kebijakan otonomi daerah
di implementasikan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena
pelayanan publik merupakan saleh satu variabel yang menjadi ukuran
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Artinya apabila Kualitas pelayanan
publik yang dilakukan pemerintah daerah berkualitas, maka pelaksanaan
otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Pelayanan publik yang dilakukan
oleh pemerintah daerah merupakan pelayanan yang diukur dari segi
emosionalnya berdekatan langsung antara masyarakat dengan pemerintab,
maka dariitu dalam pelayanan publik harus menciptakan relasi yang baik antar
pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Inovasi Daerah khususnya di sebutkan dalam pasal 2 ayat (2)
bahwa sasaran sasaran inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejateraan Masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan
publik, (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan (3) peningkatan
daya saing daerah. Berangkat dari peraturan pemerintah tentang inovasi

daerah, maka daerah-daecrah otonom perlu adanya satu inovasi untuk




meningkatkan pelayanan publik yang baik di zaman teknologi ini. (Leksmana,
2020)

Adapun juga peraturan mentri sosial nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem
layanan rujukan dan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak
mampu melalui wadah puskesos tingkat desa atau kelurahan. Puskesos
merupakan wadah yang dibentuk oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia
yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta
PMKS yang terpadu-ditingkat desa atau kelurahan serta membantu pemerintah
menargetkan sasaran - masyarakat yang- benar-benar berhak mendapatkan
bantuan sosial. Terbentuknya puskesos untuk memudahkan masyarakat miskin
dan rentan miskin serta PMKS pada tingkat desa untuk menjangkau layanan
perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan untuk mendapatkan
pelayanan terpadu yang dikelola oleh pemerintah Pusat, Provinsi ,Kabupaten
atau kota, Pemerintahan Desa.

Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 13%, jika bandingkan dengan
kemiskinan tingkat nasional yang mencapai rata-rata 9,41%. Dengan berbagai
program, pemerintah berkomitmen penuh agar desa semakin sejahtera. Pusat
Kesejaheraan Sosial atau (PUSKESOS) adalah layanan rujukan satu pintu
(terintegrasi) di tingkat Desa, yang merupakan ‘miniatur’ Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat Kabupaten atau Kota.
Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), Kementerian Sosial

(Kemensos) sendiri terus mendorong Pemerintah Daerah hingga ke




Pemerintah Desa untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam upaya meningkatkan
pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya harus tepat sasaran, cepat,
responsif namun juga sebaiknya terintegrasi,

Pada tahun 2015 Kabupaten Bantaeng dijadikan percontohan pelaksanaan
Sistem Layanan Rujukan Terpadu dalam menjamin penjangkauan terhadap
warga miskin dalam mendapatkan layanan pemerintah pusat bersama dengan
5 kabupatena kota lainnya (Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba dan
Bantaeng). Kabupaten Bantaeng telah ‘membentuk. PUSKESOS (Pusat
Kesejahteraan Sosial) di 20 kelurahan, dengan harapan masyarakat tidak jauh
menpakses pelayanan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Baniaeng juga
mengeluarkan surat edaran bupati ke Desa atau Kelurahan uatuk membentuk
Puskesos di wilayah masing-masing Kabupaten Bantaeng adalah Kabupaten
Paling Kecil Di Sulawesi Selatan dengan luas 39 km2 tidak sampai 1 % dari
luas wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di telapak kaki tengah-tengah di
daerah selatan Sulawesi Selatan, Jarak dari kota Makassar sekitar 122 km.
Terkait kondisi geografis Kabupaten Bantacng yang terdiri dari 8 Kecamatan,
46 Desa, 21 Kelurahan.

Adapun mata pencaharian didominasi dari hasil pertanian, sawah, kopt,
cengkeh, kakao, dan juga dari nelayan dan petani rumput laut. Kabupaten
Bantaeng juga memiliki daerah destinasi pariwisata yaitu Pantai Seruni, dan
Pantai Marina. Pantai Seruni didesain khusus untuk kunjungan bersantai dan

wisata kuliner sedangkan Pantai Marina didesain sebagai destinasi pantai pasir




putih. Di daerah pegunungan seperti di Kecamatan Eremerasa terdapat
Permandian Alam, air terjun di Kecamatan Bissappu dan air terjun Simoko di
Kecamatan Tompobulu. Kondisi wilayah dan penduduk Kabupaten Bantaeng
yang relatif kecil, mempengaruhi layanan kualitas sosial Masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dan mengkaji masalah “Kualitas Pelayanan Aduan Masyarakat
Melalui Pusat Kesejahteraan Sesial (Puskesos) Di Desa Bonto Jai

Kabupaten Bantaeng”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kualitas pelayanan =~ aduan . masyarakat melalwi pusat
kesejahteraan sosial (puskesos) di desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng ?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui kualitas pelayanan aduan masyarakat melalui pusat
kesejahteraan sosial (puskesos) di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantacng
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Bermanfaat guna menghasilkan konsep dalam Pelayanan Kescjahteraan
Sosial (PUSKESOS)
2. Manfaat Praktis
a. Bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pemahan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).




b. Bermanfaat bagi Masyarakat agar lebih muda menyampaikan masalah
yang dia alami dalam kesejahteraan sosial.

¢. Dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah Desa Bonto Jai

Kabupaten Bantaeng.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada bebrapa peneliti terdahulu

yang telah melakukan penelitian tentang Tata Kelola Lingkungan yaitu:

L.

Annisa Purnamawati Putri -~ Dkk, 2020. Manajemen Pusat
Kesejahteraan Sosial Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung adalah Penelitian tentang Manajemen Puskesos Exen-
Bersama Desa Sekarwangi bertujuan untuk meningkatkan keefektifan
pengelolaan Puskesos dalam rangka penanganan kemiskinan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
Participatory Action research (PAR) sebagai metode yang digunakan.
Adapun inodel PAR yang digunakan yaitu model Kemmis dan
Taggart. Model ini dianggap tepat karena menekankan proses sosial
seperti belajar kolaboratif dalam praktiknya Tahap-tahap penelitian ini
terdiri dari refleksi awal, perencanaan, tindakanatauobservasi, dan
refleksi akhir, Berdasarkan penelitian ini dapat dipahamibahwa antara
institutional subsystem, management subsystem, dan productional
subsystemmemberi  satu sama lain.  Institutional  subsystem
diterjemahkan menjadi peraturan atau regulasi yang mengatur sebuah
organisasi berjalan. Regulasi yang efektif berpengaruh pada penciptaan

agenda kerja serta pencapaian organisasi. Hal tersebut juga tercermin




pada Puskesos Exen Bersama sebelum adanya Peraturan Desa tentang
Puskesos dimana agenda kerja menjadi lebih terorganisir.

Astrid Cynthia Priesteta, 2019. Mengintegrasikan Pelayanan Sosial
Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Dt Kelurahan Dago
Kota Bandung adalah Penelitian tentang mengintegrasikan pelayanan
sosial melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di Kelurahan Dago
merupakan penelitian tindakan. (action research) dengan tahapan
dilakukan dalam penelitian ini adalah refleksi awal, identifikasi
manajemen, perencanaan-model, implementasi model, serta evaluasi.
Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian
mengenai “Bagaimana mengintegrasikan pelayanan sosial melalui
pusat kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan
hasil identifikasi yang dilakukan saat awal penelitian, diketahui bahwa
pihak kelurahan tidak memiliki daya upaya ~untuk mengajukan
anggaran bagi pelayanan sosial melalui Puskesos, sehingga peneliti
mulai melakukan advokasi ke Dinas Sosial Kota Bandung dan
Sekretariat Nasional SLRT yang tengah melakukan pendampingan
pengembangan sistem pelayanan pada UPT Puskesos Kota Bandung
untuk efisiensi pelayanan sosial pada UPT Puskesos Kota Bandung
melalui pelayanan sosial dari tingkat Kelurahan.

Arif Sofianto, Dkk, 2014, Inovasi Pelayanan Publik Dalam

Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu
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Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen) dengan
hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi Pandu Gempita
dalam bentuk UPTPK di Kabupaten Sragen sudah berjalan cukup baik,
kekurangannya adalah bentuk kelembagaan yang belum memiliki
landasan hukum kuat serta masih kurangnya perencanaan pelayanan,
Replikasi di daerah lain dimungkinkan jika terdapat komitmen kuat
dari kepala daerah yang diwujudkan diaam tindakan nyata, dukungan
DM dan tata kelola yang baik, serta adanya dukungan dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Yuliana Kristianto, 2019. lnovasi  Pelayanan Publik Dalam Rangka
Mewujudkan E-Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor
hendi) dengan hasil penelitian menunjukkan Hendi adalah sebuah
aplikasi yang berbasis online dan diperuntukan untuk masyarakat Kota
Semarang yang memiliki aspirasi atau masalah dalam pelayanan
publik di Kota Semarang. Lapor hendi ini juga sekaligus menyediakan
tools untuk lapor gubenur, Kemendagri bahkan presiden. Di dalamnya
juga menyediakan Geber ~ Pandanaran (Gerakan Bersama
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) serta Geber Septi
( Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Anti Bullying ). Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat
deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai
pelaksanaan aplikasi ini dalam rangka memberikan pelayanan public

yang berbasis ¢ government untuk warga kota Semarang. Tujuan
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penelitian ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan ¢ government

dan pengaruh positifnya terhadap masyarakat

B. Pelayanan

I.

Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata ‘layan’ yang artinya menolong
menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbatan
melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia (Sinambela 2010:3). Pelayanan adalah peroses pemenuhan
kebutuhan melali aktivitas orang lain yang langsun (Moenir, 2006:16-17).

Menurut Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan
yang terjadi dalam interkasi langsung antara seseorang dengan orang lain atau
mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggang. Menurut Ratminto
(2005:2)pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang
bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen
dengan karyawan atau hak-hak lain yang disebabkan oleh perusahan pemben
pelayanan yang diamksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen
atau pelanggang

Dalam keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. 63 Tahun
2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

penyelenggara pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 diuraikan bahwa instansi pemerintah
sebagai kolektif yang meiputi satuan kerja/satuan organisasi kementrian,
Depertemen, Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Kesetratariatan Lembaga

Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, menjadi penyelenggara pelayanan publik.sedangkan pengguna jasa

pelayanan publik adalah orang-orang masyarakat, instasi pemerintah dan badan

hukum yang menerima layanan dan instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian pelayanan menurut parah ahli, maka dapat di
simpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi antara
seseorang dengan orang lain, atau antara-pemerintah dengan masyarakatnya,
guna untuk memberikan pelayanan publik sesual dengan peraturan yang
berlaku.

1. Konsep Kualitas Pelayanan

Gaperz dalam Sampara Lukman (2000) mengemukakan bahwa pada
dasranya kualitas mengacu pada pengertian pokok :

a. Kualitas terdiri atassejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan  akfraktip yang memenuhi keinginan
pelanggang dan memberikan kepuasaan atas pengguanaan produk

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.

Kualitas menurut Hasbani Pasolog, (2007) adalah (1) kesesuaian dengan
persaratan/tuntutan, (2) kecocokam pemakaian, (3) perbaikan atau

penyempurnaan keberlanjutan, (4) bebas dari kerusakan, (5) pemenuhan
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kebutuhan pelanggan semenjak awal dan sctiap saat (6) melakukan segala
sesuatu secara benar semenjak awal, (7) sesuatu yang bisah membahagiakan
pelanggang.

Konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer
behaviour” (perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen
dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi sesuatu produk
pelayanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. Keputusan-
keputusan konsumen untuk mengkomsumsi atau. tidak mengkomsumsi suatu
barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsinya
terhadap kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat
antara kepusan konsumen dengan kualitas pelayanan (Hanabi Pasalog,
2007:135).

Zeithaim Rakhmat (2009), mengatakan ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas layanan, yaitu:lxpectative Service (pelayanan yang
diharafkan) dan Perceived Service (layanan yang diterima), karena kualitas
pelayanan berpusat pada pelanggang serta ketetapan penyampaian untuk
mengimbangi harapan pelanggang, ‘maka Zeithami mendefinisikan bahwa
pelayanan yang seharusnya adalah penyampaian pelayanan secara excelen atau
superior dibandingkan dengan pemenuhan harapan konsumen. Artinya
pelayanan yang diberikan seharusnya melebihi harapan konsumen agar tercipta
kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan.

Pelayanan birokrasi yang berkualitas, oleh Sinambela (2010-43)di

definisikan melalui ciri-cini berikut :
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Pelayanan yang bersifat anti birokratis

. Distribusi pelayanan

Desentralisasi dan beriprentasi pada klien

Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut Moneir
(2006:41-44)adalah sebagai berikut :

Adanya kemudahan dalam penguasaan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat

. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau hal-hal
lain bersifat tidak wajar.

Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan
yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu

. Pelayanan vang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan
karena sesuatu  masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya
diberitahukan, schingga orang tidak menunggu sesuatu-yang tidak jelas.

Karena dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan faktor

penentu kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik diharapkan

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggang. Dan untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela,

2010:42-43)

a. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, muda dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

serta mudah dimengerti.
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Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Partisipatif, vakni pelayanan yang dapat mendukung peran serta
masyarakat  dalam  penyelenggaran  pelayanan publik  dengan
memperhatikan aspirasi; kebutuhan dan harapan masyarakat

Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek —aspek khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
lain-lain.

Keseimbangan hak dan kewajiban,  yaitlu pelayanan  yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima

pelayanan pubik.

Menurut Fitzimmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2006:7) indicator

dalam pelayanan publik

a. Reability, ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

b. 7Tangibles, yang di tandai dengan penyedian yang memadai daya
manusianya dan lainnya.

c. Responsive,yang di tandai dengan keinginan melayani konsumen dengan
cepat

d. Assurance, vang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan

moral dalam memberikan pelayanan.
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Sedangkan Zeithaml, Parasuraman dan Berry menggunakan ukuran scbagai

berikut (Dwiyanto 2008: 145)

a.

Tangible, vaitu fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas komunikasi
yang dimiliki oleh penyedia layanan

Reability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelengarakan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat

Responsiviness atay responsivitas adalah kerelahan untuk menolong
pengguna layanan dan penyelengaraan pelayanan secara ikhlas.

Assurance atau | kepastian. adalah = pengetahuan, kesopanan, dan
kepercayaan kepad pengguna layanan

Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna

layanan secara individual.

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayapan, Mustofadidjaja

(2003:186) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan pada

sektor publik meliputi:

a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya menyangkut

standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosuder pelayanan
dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar

pelayanan akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan.

b. Terbuka terhadap segala kritk dan saran maupun keluhan, dan

menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan.
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Penyelenggaraan pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang
memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik,
ataupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang
diperlukan oleh masyarakat pelanggan secara proaktif.

. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil.
Dalam pemberian barang layanan tertentu, di mana masyarakat
pelanggan secara transparan dibenkan pilihan, pengertian adil adalah
proporsional sesuai dengan tarif yang dibayarkannya.

. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan. Unit-umt
pelayanan vang disediakan olch penyelenggara pelayanan harus benar
benar mudah diakses oleh masyarakat pelanggan.

. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal
terebutmenyimpang jika terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak
pada tempatnya, dalam kaitan dengan pemberian pelayanan, maka setiap
jajaran persoml pelayanan dari seluruh tingkatant yang mengetahu
penyimpanan tersebut harus segera membenarkan sesuai dengan
kapasitasnya atau jika tidak dapatmenyelesaikan masalah maka wajib
menyampaikan kepada atasannya mengenai penyimpangan tersebut.

. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani
masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif. Kriteria dasar pelayanan
publik adalah efisiensi, efektivitas, serta ekonomis sehingga penggunaan
sumber-sumber dalam pelayanan harus memenuhi kriteria ini. Selalu

mencar pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan
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penyelenggara pelayanan harus secara kontinu melakukan pembaruan
dan penyempurnaan baik secara responsif sesuai dengan masukan dari
masyarakat pelanggan dan penilaian kinerja pelayanan maupun secara

proaktif atas kehendak manajemen.

3. Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan vkuran yang dilakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau

penerima pelayanan, Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004,

standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemben dan
penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

c. Biaya pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan vang telah ditetapkan.

¢. Saran dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
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f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

C. Konsep Kualitas Pelayanan

1.

Pengertian Kualitas Pelayanan

Konsep kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk
atan jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian
(conformance quality). Kualitas desain merupakan fungsi secara spesifik dar
sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar
tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan atau
spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya (Tjiptono & Chandra2011),

Maka dari itu yang dimaksud kualitas adalah apabila beberapa faktor dapat
memenuhi harapan konsumen seperti peryataan tentang kualitas oleh Goetsh
dan Davis dalam Tjiptono & Chandra (2011), “Kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan
lingkungan memenuhi atau melebihs harapan™

Menurut beberapa definisi di atas dalam kata lain, kualitas adalah sebuah
bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh
konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi
harapan konsumen.

Gaperz dalam Sampara Lukman (2000: 9-11) mengemukakan bahwa

pada dasranya kualitas mengacu pada pengertian pokok
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¢. Kualitas terdiri atassejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan aktraktip yang memenuhi keinginan
pelanggang dan memberikan kepuasaan atas pengguanaan produk

d. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.

Kualitas menurut Hasbani Pasolog, (2007:132) adalah (1) kesesuaian
dengan persaratan/tuntutan, (2) kecocokam pemakaian, (3) perbaikan atau
penyempurnaan keberlanjutan, (4) bebas dari kerusakan, (5) pemenuhan
kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat (6) melakukan segala
sesuatu secara benar semenjak awal, (7) sesuatu yang bisah membahagiakan
pelanggang.

Konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer
behaviour” (perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen
dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengcvaluasi sesuatu produk
pelayanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya Keputusan-
keputusan konsumen untuk mengkomsumsi atau tidak mengkomsumsi suatu
barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsinya
terhadap kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat
antara kepusan konsumen dengan kualitas pelayanan (Hanabi Pasalog,
2007:135).

Zeithaim Rakhmat (2009), mengatakan ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas layanan, yaitu:Expectative Service (pelayanan yang

diharafkan) dan Perceived Service (layanan yang diterima), karena kualitas
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pelayanan berpusat pada pelanggang serta ketetapan penyampaian untuk
mengimbangi harapan pelanggang, maka Zeithami mendefinisikan bahwa
pelayanan yang seharusnya adalah penyampaian pelayanan secara excelen atau
superior dibandingkan dengan pemenuhan harapan konsumen. Artinya
pelayanan yang diberikan seharusnya melebihi harapan konsumen agar tercipta
kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan.
Pelayanan birokrasi yang berkualitas, oleh Sinambela (2010-43) di
definisikan melalui ciri-ciri-berikut :
d. Pelayanan yang bersifat anti birokratis
e. Distribusi pelayanan
f. Desentralisasi dan beriprentasi pada klien
Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut Moneir
(2006:41-44)adalah sebagai berikut
e. Adanya kemudahan dalam penguasaan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat
f. Memperoleh pelavanan secara wajar tanpa gerufu, sindiran atau hal-hal
lain bersifat tidak wajar.
g Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu
h. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan
karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya

diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak jelas.
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Karena dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan faktor

penentu kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik diharapkan

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggang. Dan untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela,

2010:42-43)

£

Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, muda dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas, yakni pelayanan vang dapat dipertanggung jawabkan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kondisional, vakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Partisipatif, - yakni pelayanan yang dapat mendukung peran serta
masyarakat _dalam = penyelenggaran pelayanan- publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek —aspek khususnya suku, ras, agama, golongan, status
sosial, dan lain-fain.

Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima

pelayanan pubik.
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Menurut Fitzimmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2006:7) indicator
dalam pelayanan publik ;

e. Reability, ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

f  Tangibles, yang di tandai dengan penyedian yang memadal daya
manusianya dan lainnya.

g Responsive,yang di tandai dengan keinginan melayani konsumen dengan
cepat

h. Assurance, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan
moral dalam memberikan pelayanan.

Sedangkan Zeithami, Parasuraman dan Berry menggunakan ukuran sebagai
benkut (Dwivanto 2008: 145)

f Tangible, yaitu fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas komunikasi
yang dimiliki oleh penyedia layanan

g Reability atau reabilitas adalah kemampuan untuk. menyelengarakan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat

h. Responsiviness atay responsivitas adalah kerelahan untuk menolong
pengguna layanan dan penyelengaraan pelayanan secara ikhlas.

i. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan
kepercayaan kepad pengguna layanan

1. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna

layanan secara individual.
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2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Menurut Tjiptono (2012), terdapat beberapa faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas layanan:

a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan Setiap penyedia
layanan diwajibkan untuk menyampaikan layanan berkualitas terbaik
kepada konsumen. Beberapa faktor vang menjadi penilaian konsumen
seperti keamanan transaksi (pembayaran menggunakan kartu kredit atau
debit), keamanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Upaya im dilakukan
untuk membangun pandangan konsumen terhadap kualitas layanan yang
telah diterima. Apabila terjadi kekurangan dalam beberapa faktor tersebut,
pertu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga akan terjadi penilaian yang
lebih baik di mata pelanggan.

b. Mengelola ekspektasi pelanggan Banyak perusahaan yang berusaha
menarik perhatian pelanggan dengan berbagai cara sebagai salah satunya
adalah melebih-lebihkan jamji sehingga itu menjadi ‘bumerang’ untuk
perusahaan apabila tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan.
Karena semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula
ekspektasi pelanggan. Ada baiknya untuk lebih bijak dalam memberikan
‘janj1’ kepada pelanggan.

¢. Mengelola bukti kualitas layanan Pengelolahan ini bertujuan untuk
memperkuat penilaian pelanggan selama dan sesudah layanan
disampaikan. Berbeda dengan produk yang bersifat tangible, sedangkan

layanan merupakan kinerja, maka pelanggan cendrung memperhatikan
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“seperti apa layanan yang akan diberikan™ dan “seperti apa layanan yang
telah diterima”. Sehingga dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap
penyedia layanan di mata konsumen.

Mendidik konsumen tentang layanan Upaya mendidik layanan kepada
konsumen bertujuan untuk mewujudkan proses penyampaian dan
pengkonsumsian layanan secara efektif dan efisien. Pelanggan akan dapat
mengambil keputusan pembelian secara lebih baik dan memahami
perannya dalam proses penyampailan layanan.

Menumbuhkan budaya kualitas Budaya kualitas dapat dikembangkan
dalam sebuah perusahaan dengan diadakannya komitmen menyeluruh dari
semua anggota organisasi dari yang teratas hingga terendah. Budaya
kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi,
prosedur, dan harapan yang berkenaan dalam peningkatan kualitas.
Menciptakan - automating quality Otomatisasi berpotensi  mengatasi
masalah dalam. hal kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki
perusahaan. Namun dibutuhkan perhatian dalam aspek-aspek sentuhan
manusia (high touch) dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi
(high tech). Keseimbangan antara kedua hal tersebut sangat dibutuhkan
untuk menghasilkan kesuksesan penyampaian layanan secara efektif dan
efisien. Contoh, internet banking, phone banking, dan sejenisnya.
Menindak lanjuti layanan Penindaklanjutan layanan diperlukan untuk
memperbaiki aspek-aspek layanan yang kurang memuaskan dan

mempertahankan yang sudah baik. Dalam rangka ini, perusahaan perlu
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melakukan survey terhadap sebagian atau seluruh konsumen mengenai
layanan yang telah diterima. Sehingga perusahaan dapat mengetahui
tingkat kualitas layanan perusahaan di mata konsumen.

h. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan Service quality
information system adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan dengan
cara melakukan riset data. Data dapat berupa hasil dan masa laly,
kuantitaif dan kualitatif, internal-dan eksternal, serta informasi mengenai
perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Bertujuan untuk memahami suara
konsumen (consumen’s voice) mengenai ekspektasi dan persepsi

konsumen terhadap layanan yang diberikan perusahaan.

D. Kualitas Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat

Kesejahteraan Sosial)

Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa atau kelurahan
yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di Desa atau Kelurahan
dalam menjangkau layanan perlindungan sosial ~dan penanggulangan
kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota,
pemerintah desa atau kelurahan dan swasta atau CSR. Dimana pemerintah desa
atau kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk
pelaksanaan Puskesos.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) telah ditetapkan

sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan penanggulangan
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Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT diharapkan dapat membantu pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mempercepat capaian tujuan
penanggulangan kemiskinan melalui SLRT, maka pembentukan kelembagaan
di tingkat daerah (kabupatenataukota) yang disebut Sekretariat Daerah SLRT
mutlak diperlukan.

Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan yang ada di daerah
tersebut mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan
program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupatenataukota). Atau mereka juga bisa dengan cepat mengidentifikasi
keluhan atas program dan layanan yang mereka teriina dan memastikan bahwa
keluhan-keluhan mereka tertangani dengan baik. Demikian juga dengan di
desaataukelurahan  diharapkan membentuk kelembagaan ~yang bernama
Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) untuk memperpendek jangkauan
layanan bagi warga niiskin dan rentan yang tidak bisa mengakses Sekretariat

Daerah SLRT yang ada di kabupaten atau kota.

E. Kerangka Pikir
Berdasarkan urian diatas, peneliti akan melihat gambaran mengenai
Inovasi Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan
Sosial) Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng peneliti menggunakan teorn
pelayanan publik dengan indikator 7amgible, Reability, Responsiveness,

Assurance, dan Empathy (Dwiyanto 2008)
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BAGAN KERANGKA FIKIR

Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat

Kesejahteraan Sosial) Di Desa Bonto Jai Kabupaten

Bantaeng

|

Pelayanan Publik

Tangible
Reability
Responsiveness
Assurance
Empathy
(Dwiyanto 2008)

b

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Bonto
Jai Kab Bantaeng

Al a

Gambar 2. 1, Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pelayanan
Aduan Masyarakat Melalni Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Fokus ini
meliputi (1) tangible yaitu fasilitas fisik yang digunakan dalam pelayanan
yang meliputi (gedung), perelengkapan dan peralatan yang digunakan
(tekhnologi), serta penampilan pegawainya (2) reability, yaitu kemampuan
untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat
dan terpercaya, yakni ketetapan waktu dalam pelayanan. (3) responsiviness,
yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan

menyampaikan informasi yang jelas.(4) assurance, yaitu pengetahuan, kesopan
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santunan, dan kemampuan para pemberi pelayanan untuk menumbuhkan rasa
percaya para masyarakat (5) empathy, vaitu suatu perhatian, keseriusan,

simpatik, yang diberikan pemberi pelayanan kepada masyarakat.

G. Dekripsi Fokus Penelitian

1. Tangible (bukti Fisik) adalah suatu kemampuan penyedia layanan untuk
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan kedalam
lingkungan disekitamya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang ang
diberikan. Hal ini meliputi pasilitas fisik (gedung), perlengkapan dan peralatan
yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

Dalam memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan pelayanan
dapat merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh pemberi
pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan Bentuk
pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana pelayanan yang
tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan,  performance pemberi
pelayanan yang sesuai dengan karakterisiik pelayanan yang diberikan dan
menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan
fisik yang dapat dilihat.

2. Reability (keadanlan) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuat
dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesual

dengan harapan penerima layanan yang berarti ketetapan waktu, pelayanan
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vang sama untuk semua masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam
memberikan pelayanan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

Inti dani reability adalah setiap pelayanan memiliki kemampuan yang
handal, mengetahui, mengenal seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja,
memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai
dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan
memberikan arahan vang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum
dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan
tersebut. Yaitu memahami, menguasai, handal, mandir1 dan profersional atas
uraian kerja yang ditekuninya.

3. Responsiveness (ketanggapan) adalah memberikan pelavanan yang cepat
(responsive) dan tepat kepada masyarakat dengan penyampaian informasi yang
jelas. Setiap pemberi pelayanan memberikan bentuk-bentuk = pelayanan,
mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perntlaku orang
yang mendapat pelavanan, sehingga diperfukan kemampuan daya tanggap dari
pemberi pelayanan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat
penyerapan, pengertian, ketidak sesuaian atas berbagai hal terbentuk pelayanan
yang tidak diketahuinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang
bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi
segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku sehingga
terbentuk pelayanan mendapat respon yang positif.

4. Assurance (jaminan dan Xkepastian) pengetahuan, kesopansantunan dan

kemampuan para pemberi pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya para
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masyarakat. Hal mi meliputi beberapa komponen antara lain : komunikasi,
kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan
yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh
jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang
menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan
pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan,
ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas pelayanan yang diberikan.

. Empathy (perhatian) memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual
atau pribadi yang diberikan kepada ‘para penerima pelayanan dengan berupa
memahami keinginan masyarakat. Dimana pemben layanan diharapkan
memiliki pengertian dan pengetahuan, memahami kebutuhan masyarakat, serta
memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi masyarakat.

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan,
simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan pelayanan untuk mengembangkan atau melakukan aktivitas pelayanan
sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dan masing-masing pihak
tersebut.Pthak yang member pelayanan harus memiliki empati memahami
masalah dari pihak vang ingin dilayani. Pihak yang dilayam: seyogyanya
memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, sehingga
keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memilika

perasaan yang sama.
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METODOLOGI PENELITIAN

A, Waktu dan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal, dan selama 2
bulan. Penelitian ini berfokasi di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi imi dikarenakan Desa Bonto Jai
merupakan salah satu wilayah yang menerapkan pusat kesejahteraan sosial.
Adapun penelitian ini 'melihat dan mengetahui bagaimana inovasi pelayanan

aduan pusat kesejahteraan sosial.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1.

Tipe Penelitian
Ada tiga cara yang umum dilakukan peneliti dalam melakukan sebuah
proyek penelitian deskriptif, yaitu:
a. Observasi, penelitian dilakukan dengan metode pengamatan dan
membuat rekaman subjek yang diteliti,
b. Studi kasus, penelitian dilakukan dengan studi mendalam tentang
individu atau sekelompok individu yang ditelitt.
c. Survei, penelitian dilakukan dengan wawancara singkat atau

diskusi dengan individu yang diteliti tentang topik tertentu.
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2. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, bertujuan memberi gambaran
bagaimana Inovasi Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Pusat Kesejahteraan
Sosial (PUSKESOS) di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak
tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini
harus dicart melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, vaitu
orang yang kita jadikan objek penslitian atat orang yang kita jadikan sebagai
sarana mendapatkan informasi ataupun data.
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data sekunderini merupakan data yang sifatnya
mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan

yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian
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No Nama Inisial | Jabatan Keterangan
1 | A, Shermylia {ASM) | Technical DINAS SOSIAL
Maladeni Assistance
2 | Isra Ilham M Kordinator PEMERINTAH
Puskesos DESA
3 | Rabasia RB Masyarakat
4 | Awal Sipato AS Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Tabel 3. 1nforman Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang

relatif lama.Teknik pengumpulan data merupakan langksh vang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data.

Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan

makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini mengenai dampak

dari aktifitas pertambangan terhadap kehidupan masyarakat di Desa

Bonto jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide dilakukan dengan bertatap
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muka (face toface) antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, denganmenggunakan pedoman(guide) wawancara
dan dalam wawancara penulismenggunakan alat perekam.

2. Teknik PengamatanatauObservasi merupakan suatu proses yang
kompieks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.

3. Teknik Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi
merupakan catatan peristiwa . masd, lampaun ‘dan hasil penelitian
observasi dan wawancara akan lebih kridibel (dapat dipercaya) jika
didukung oleh dokumentasi.

4. Tnangulasi, dalam tekmik pengumpulan data, triangulasi diartikan
sebagal teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber datza yang telah ada.

F. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan tekhnik analisis data
kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data vang telah
diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun {angkah yang peneliti gunakan
dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh.

Analisis dilakukan melalut prosedur dan tahapan-tahapan bernikut:
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1. Pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dan
lapanganatauranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses
pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam
hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaituKantor DinasSosial
(DINSOS) KantorPemerintah Desa(PEMDES), dan Masyarakat yang berada
dilokasi dengan membawa izin_formal penelitian. Kemudian dilanjutkan
dengan menemui Orang-orang yang ditarget sebagai informan penelitian.
Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan tekhnik
wawancara dan studi dokumentasi ‘untuk. memperoleh informasi yang
dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan.

2. Reduksi data
Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada
data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data
yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi
penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang
lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal
yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

3 Klasifikasi dataData yang telab terkumpul selama penelitian kemudian
dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, mana yang masuk Inovasi

Pelayanan di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng,
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4. Penyajian data
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh
permasalahan penelitian dipilah anatara mana yang dibutuhkan dengan yang
tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.

5. Penarikan kesimpulan
Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan.
Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung.
Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti
berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah

terkumputkan.

G. Pengabsahan Data
Peneliit menggunakan triangulasi sebagai teknik -untuk mengecek
keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik
pemenksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pengumpulan
data triangulasi (tnangulation) melibatkan observasi, wawancara dan

dokumentasi.



BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak 120 km arah selatan darni
Makassar, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21°13"-
5%35°26” lintang selatan dan “119°51°42-120°05°27" bujur timur. Kabupaten

Bantaeng terletak di bagian selatan proponsi Sulawesi Selatan yang berbatasan

dengan:
Sebelah utara : Kebupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
Sebelah timur : Kabupaten Bulukumba
Sebelah selatan : Laut flores
Sebelah barat : Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang  memanjang pada
bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan
wilayah daratnya mulai dari tepi laut Flotes sampai ke pegunungan sekitar
Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dan permukaan laut 0-25m
sampai dengan ketinggian lebih dari 1.00 m di atas pemukaan laut.

Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100-500 m dan permukaan
laut merupakan wilayah vyang terluas atas 29,6 persen dari luas wilayah
seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut

0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.
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Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 295,83 km’. Secara
administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri dari delapan kecamatan dengan 67
kelurahanataudesa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdin dan 3
kecamatan tept pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 17
desanataukelurahan pantai dan 50 desaataukelurahan bukan pantai
Profil Desa Bonto Jai

Desa Bonto Jai adalah salah satu desa pesisir yang berada diwilayah
Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng, desa ini berbatasan dengan
Kabupaten Jeneponto Desa ini dikenal dengan sebutan To'ro Matayya yaitu
desa yang pertama kali ditemw ketika memasuki Kabupaten Bantaeng, Desa
Bonto Jai Terdiri dari tiga Dusun yaitu dusun Tino, dusun Pati dan dusun
Mattoangin deangan luas wilayah 363 Hektar. Pusat pemenntahan Desa Bonto
Jai terletak di kampong Tino Toa Dusun Tino, jumlah penduduk desa im
sekitar 1996 jiwa dan 549 kepala keluarga, mayoritas warga Desa Bonto Jai
bermata pencarian sebagai petani dan budidaya rumput laut sabagian lagi
sebagai nelayan, tukang kayu, tukang batu, buruh tani, buruh bangunan dan
lain lain.

Visi Desa Bonto Jai “Menuju Desa Bonto Jai Yang Maju, Mandiri dan
Berkeadilan Pada Tahun 2023”

Misi Desa Bonto Jai”

1. Meningkatkan kapasitas seluruh aparat pemernintah desa agar mampu

menjalangkan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan

bertanggung jawab.
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2. Memberikan ruang kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di
desa untuk terlibat aktif dalam tahapan pembangunan di desa.

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di desa

4. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan public di desa

5. Mendorong dan memfalisitasi keaktifan kegiatan keagamaan di desa

6. Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan usaha
ekonomi prodiktif baik pada bidang peternakan, pertanian, perikanan dan
usaha-usaha kecil masyarakat.

7. Membuka ruang-ruang belajar bagi ‘masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman masvarakat tentang hak.dan kewajiban sebagai warga
masyarakat.

8. Peningkatan seni budaya dan olahraga bagi pemuda dan masyarakat

9. Menjadikan-budaya “Acidong sipataggari” sebagai pilar utama dalam

pengambilan keputusan yang besifat strategis di desa.

B. Kualitas Pelayanan Aduan Masyarakat Melatui Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos) Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng

Dalam tahap Kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial

yang luas yang merujuk pada layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

(PUSKESQS) dalam mengatasi ketidak sejehteraan masyarakat dalam bidang

ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Inovasi layanan pusat kesejahteraan

sejatinya adalah program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret dalam

menjawab  masalah-masalah  ataupun  kebutuhan masyarakat untuk
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meningkatkan taraf hidup mereka. Dan layanan sosial itu sendiri diberikan
kepada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat
dan bermegara.

Pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa dalam pelaksanaan
pelayanan Inovasi Puskesos melakukan beberapa tahap-tahap diantaranya
adalah (1)Tungible, (2)Reability, (3) Responsiviness, (4) Assurance, (5)
Empathy. Hasil pengkajian terhadap ke lima hal tersebut adalah sebagai berikut
. Tangible (Bukti Fisik)

Tangible (Bukti Fisik) sangat penting dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat.- Dengan -adanya bukti fisik (Tangible) masyarakat juga dapat
merasakan kepuasan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Bukti fisik yang
dimaksudkan adalah bagaimana pemberi pelayanan mempersiapkan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Staf Zechnical Assistance (ASM) di Dinas Sosial
(DINSQS) dalam tahap pengetahuan mengenai inovasi pelayanan Puskesos di
Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng. Sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pelayanan aduan masyarakat melalui
inovasi  kesejahteran sosial (Puskesos) hal wutama yang
menjadi  prioritas  utama  kami  adalah  memastikan
masyarakat yang datang untuk membenkan aduannya
mendapatkan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu
dapat berupa ketetapan waktu dalam pembenan pelayanan,
mendengarkan dan memberikan solust yang baik kepada
masyarakat terkait dengan pengaduan yang di ajuhkannya,
melihat lansung serta melakukan tindakan selanjutnya terkart

dengan pengaduan yang di aduhkan oleh masyarakat
tersebut”. Wawancara dengan ASM, Tgl 21 Oktober 2020)
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Hal yang sama juga di ungkapkan oleh IM, selaku Kordinator Puskesos,

terkait dengan bukti Fisik, dalam wawancaranya sebagai berikut :
“Dalam  pelakasanaan  program  pelayanan  pengaduan
masyarakat melalui inovasi kesejahteraan sosial (Puskesos),
vang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana
masyarakat merasa puas ata pelayanan yang kami berikan.
Karena suatu pelayanan dapat di  katakan berhasil jika
masyarakat yang menerima pelayanan tersebut merasakan
manfaatnya dengan baik. Terkait dengan hal itu, hal utama
yang kami lakukan agar masyarakat merasakan kepuasaan
terhadap apa vyang kamn._ berikan kepadanya adalah
memastikan dengan baik apa yang menjadi keluhan dan
permasalahan_dari masyarakat tersebut, untuk selanjunya di
lakukan penindak lanjutan” (Wawancara dengan IM, Tgl 23
Oktober 2020}

Berdasarkan wawancara ' tersebut di  atas, dapat di simpulkan
bahwa Inovasi Puskesos atau Inovasi aduan masyarakat terkait dengan
indikator Tangible atau bukti fisik, dalam pemberian pelayanan
berbasis 'pengaduan < masyarakat melalui inovasi puskesos, pemerintah
dalam hal ini pemerintah desa berupaya untuk memberikan pelayanan
yang baik, sesuai dengan apa yang di harapkan -oleh masyarakat.
Pelayanan yang diberikan berupa memastikan teriebth dahulu apa yang
menjadi keluhan masyarakat, untuk selanjutnya dilakukan penindakan
lanjutan.

Melalui pusat kesejahteraan sosial merupakan suatu amanat dari
Peresiden RI, yang bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan.
Inovasi Puskesos di Kab Bantaeng ini sendiri bertyuan untuk

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, dengan cara memberikan

ruang kepada masyarakatnya vyang ingin memberikan pengaduan
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mengenai bantuan sosial, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya untuk
segera melaporkannya. Inovasi imi juga bertujuan untuk bagaimana
masyarakat yang ada di kabupaten Bantaeng itu sendiri dapat
merasakan bantuan yang diberikan oleh peemerintah secara merata.

Sesuai dengan wawancara yang di lakukan bersama dengan Staf
Technical Assistance (ASM), dalam wawancaranya terkait dengan
penyedia layanan, sebagai berikut :

“Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, hal utama
yang kami/ lakukan adalah memberikan apa yang menjadi
kebutuhan dari < masyarakat = itu  sendiri.  Terkait dengan
Inovasi Puskesos, kami selalu beruipaya untuk bagaimana
menjadikan . inovasi . ini -~ suaty = solusi’ - untuk mengurangi
tingkat kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, serta berupaya untuk bagaimana semua lapisan
masyarakat dapat memperoleh bantuan yang sama rata
sepertt masyarakat-masyarakat lainnya” (Wawancara dengan
ASM, Tgl 21 Oktober 2020)

Hal yang sama  juga di ungkapkan oleh Kordinator Puskesos, dalam

wawancaranya terkait dengan penyedia layanan, sebagai benikut :

“Salasatu tujuan dari Inovasi Puskesos ini-adalah bagaimana untuk
upaya meningkatkan pelayvanan kesejahteraan sosial tidak hanya
harus tepat sasaran, cepat, responsif namun juga sebaiknya
terintegrasi. maksud dari terintegrasi adalah bagaimana inovasi
pelayanan itu dapat di laksanakan dengan baik, tepat sasarannya
serta keberadaannya yang dapat di nikmati oleh semua kalangan
masyarakat. Dalam pelaksanaan Inovasi Puskesos, kami selalu
berupaya untuk bagaimana memberikan apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat itu sendiri, memberikan pelayanan yang
sesuai dengan apa vang di inginkan masyarakat, dan menjadikan
Inovasi Puskesos ini menjadi suatu inovasi yang dapat menjadi
inovasi contoh untuk daerah-daerah lainnya dalah upaya untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakat  dalam  upaya
penangulangan kemiskinan. (Wawancara dengan IM, Tgl 23
Oktober 2020)
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
upaya pelaksanaan I[novasi Puskesos, dapat menjadi suatu solusi baru
bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat. Melihat banyaknya
masyarakat yang hidup di bawa garis kemiskinan dan tidak tersentuh
oleh bantuan. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat dapat dengan
mudah untuk dapat melaporkan dan memberikan pengaduannya kepada
pemerintah setempat terkait dengan permasalahan kesejahteraan yang
di alaminya, baik itu dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan.

. Penyedian Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal pokok yang
menunjang dalam peroses pelaksanaan Inovasi Puskesos. Kemampuan
Dinas Sosial dan juga pemerintah desa dalam penyedian sarana dan
prasarana untuuk  pelaksanaan program Inovasi Puskesos adalah
dengan memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur dan
kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh staf
Technical Assistance (ASM) di  Dinas Sosial (DINSOS) dalam
wawancaranya terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan
[novasi Puskesos, adalah sebagai berikut
“Penyedian sarana dan prasarana dalam pelakasanaan
Inovasi Puskesos, kami memberikan sarana dan prasarana
yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan selama
peroses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sarana
dan prasana vyang kami maksudkan adalah alat-alat yang

kami gunakan selama peroses pelakasanaan (Komputer,
Printer dan lain-lan) tempat vyang dipergunakan untuk
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melakukan pengurusan berkas, dan sumber daya manusia.
”.(Wawancara dengan ASM, Tgl 21 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kordinator Puskesos, dalam

wawancaranya terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan

Inovasi Puskesos, sebagai berikut :
“Sarana dan prasarana sangat penting dalam peroses pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Karena suatu pelayanan tidak dapat
berjalan dengan baik jika tidak ada sarana dan prasarana yang
dibutuhkan.Dalam peroses pelaksanaan Inovasi Puskesos kepada
masyarakat, sarana dan prasasana merupakan salah satu hal yang
paling menunjang. Sarana dan prasana yang digunakan juga harus
sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat. Sarana’'dan prasarana yang di maksud dapat berupa
kemputer, print, dan sarana dan prasaran penjunjang lainnya.
{Wawancara dengan IM, Tgl 23 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Dinas Sosial
Kab.Bantaeng dan Pemerintah Desa Bonto Jai mampu memberikan dan
menyediakan pelavanan yang baik dari segi ketersedian sarana dan prasarana
kepada Masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan Dinas Sosial Kab.Bantaeng
dan Pemerintah Desa Bonto Jai berupaya untuk memberikan apa yang menjadi
kebutuhanmasyarakat bagi peroses berlangsungnya pelayanan yang baik
kepada masyarakat.

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Inovasi Puskesos
dapat tercapai ada karakteristik pelayanan yang diberikan, Karakteristik
tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan peroses pelayanan yang dibenkan.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh staf Technical Assistance (ASM) di

Dinas Sosial (DINSOS) dalam wawancaranya terkait dengan karakteristik
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pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Inovasi Puskesos kepada

masyarakat adalah sebagai berikut :

Hal

“Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksaan Inovasi
pelayanan puskesos kepada masyarakat, kami bekerja sama dengan
berbagai Stakholder yang ikut bekerjasama dalam peroses
berlangsungnya pelayanan tersebut.Setiap pemangku kepentingan
(stakeholder) mempunyai tugas masing-masing dalam peroses
pelayanan. Untuk mencapai karakteristik pelayanan Puskesos
kepada masyarakat, kami berharap dengan adanya Puskesos ini,
tidak ada lagi masyarakat tidak mendapatkan haknya, kesejahteraan
sosial bagi seluruh masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
(Wawancara dengan ASM, Tgl 23 Oktober 2020)

yang sama juga  di ungkapkan oleh Kordinator Puskesos, dalam

wawancaranya terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam

pelayanandnovasi Puskesos, sebagai berikut

“Karakteristik pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
inovasi  kesejahteraan  sosial ~ atau = Puskesos  kepada
masyarakat diantaranya adalah ketersedian tempat yang
layak kepada masyarakat, alat-alat yang dipergunakan dalam
peroses . pelayanan  yang  sesuai  dengan = kebutuhan
masyarakat, ketersedian ruang tunggu/ruang istrahat. Itu
semua menjadi hal pokok yang kam persiapkan sebelum
kami melakukan Pelayanan  Puskesos kepada masyarakat.
Karena tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang
baik, ramah, dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan
dan kebutuhan ~dari masyarakat ttu sendin”. (Wawancara
dengan IM, Tgl 21 Oktober 2020}

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karaktersistik dari

pemenuhan saranan dan prasarana pelayanan kepada masyarakat melalui

program Puskesos adalah ketersedian tenpat yang nyaman, aman, dan

ketersedian alat dan bahan yang dipergunakan. Dinas Sosial Kab. Bantaeng

bersama dengan Pemerintah desa dan semua kalagan yang turut dalam

pelaksanaan inovasi Puskesos sebelum melakukan pelayanan kepada
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masyarakat mempersiapan hal-hal yang menjadi kebutuhan selama peroses
pelayanan kepada masyarakat schingga masyarakat juga merasa puas dengan
apa yang diberikan.

b. Reability (Kehandalan)

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan inr perlu di
imbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat yang menuntut aparatur
untuk cekatan dalam bekerja. Keadalan merupakan kemampuan memberikan
pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti
ketetapan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian pelayanan.
Keandalan disini merupakan sejauh mana para aparatur dapat secara cepat,
tepat dan kecermatan dalam setiap pembenan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kehandalan dan
profesionalisme dalam memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan
memuasakan sangat - diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam din
pelanggang/masyarakat. Kemampuan memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat menjadi suatu acuan pokok dan menjadi hal yang sangat penting
dalam peroses pelayanan.

1. Prosedur Pelaksanaan pelayanan Inovasi Puskesos

Dalam penelitian yang di lakukan terkait dengan Pelayanan Inovasi
Kesejahteraan masyarakat, terkait dengan prosedur pelaksanannya, sesuai
dengan yang di katakan oleh Kordinator Puskesos dalam wawancaranya sebagai

berikut :

“Puskesos merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh Desa
atau Kelurahan, dalam menjangkau layanan perlindungan
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sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah
desa atan kelurahan dan swasta atau CSR, dimana
pemerintah desa atau kelurahan di harapkan menyiapkan
dana untuk pelaksanaan Puskesos. Dana tersebut dapat
berasal dari Anggara Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya
akan di  manfatkan  untuk  membantu  masyarakat”
(Wawancara dengan IM, Tgl 23 Oktober 2020)

Hal vang sama juga di ungkapkan oleh staf Technical Assistance

(ASM) di Dinas Sosial (DINSOS) dalam wawancaranya sebagai

berikut ;

“Prosedur pelaksanaan program Pelayanan Inovasi Puskesos
dimana inovasi puskesos ini dibéntuk oleh Dinas Sosial dan bekerja
sama dengan pemerintah desa dan keluarahan. Kepala desa atau
kelurahan ~ bersama Kasie Layanan, mendiskusikan struktur
kelembagaan Puskesos terkait siapa yang akan berperan sebagai
front office atau back office, yang kemudian akan bekerja untuk
pelaksanaan Inovasi Puskesos tersebut” (Wawancara dengan
ASM, Tgl 21 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di smpulkan bahwa
prosedur pelaksanaan - Inovasi Puskesos kepada masyarakat adalah
dimana inovasi Puskesos ini di bentuk oleh Dinas sosial bekerja sama
dengan pemerintah desa. dan keluarahan dalam menjangkau layanan
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan Inovasi Puskesos, Ada berbagai hal-hal yang harus
diperhatikan sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya
adalah bagaimana mengarahkan masyarakat untuk memahami perosedur dan
mekanisme pelayanan sehingga dalam peroses pelaksanaannya, tidak

ditemukan hambatan. Sesuai dengan staf Technical Assistunce (ASM) di Dinas

Sosial (DINSOS) dalam wawancaranya sebagai berikut :
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“Dalam pelaksanaan Pelayanan Puskesos kepada masyarakat,
pemerintah desa atau kelurahan memiliki tanggung jawab untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di desa atau
kelurahannya terkait adanya pelayanan aduan kesejahteraan.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat yang selama ini
tidak mendapatkan sentuhan bantuan baik bantuan sosial,
pendidikan, kesehatan dan sebagainya untuk segera melaporkannya
agar dilakukan penindak lanjutan. Dengan tujuan tidak ada lagi
masyarakat yang tidak mentkmati apa yang scharusnya menjadi
haknya”. (Wawancara dengan ASM, Tgl 21 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kordinator Puskesos, dalam wawancaranya

terkait dengan Prosedur Pelaksanaan pelayanan Inovasi Puskesos, sebagai

bertkut:
“Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, \itu suda menjadi
tugas dan tangpgung jawab dari pemerintah desa dan kelurahan,
Sosialisasi - im  di ' lakukan- notuk  memperkenalkan  kepada
masyarakat, agar kedepannya masyarakat yang merasa selama ini
tidak memperoleh bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan,
dapat melaporkan ke pihak terkait”. (Wawancara dengan IM,
Tgl 23 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pelayanan Inovasi Puskesos kepada masyarakat, hal utama
yang di lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini
bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana itu
Puskesos, apa itu puskesos, bagaimana perosedumnya, agar kedepannya
masyarakat yang ngin  melakukan  pengaduan = terkait  dengan
kesejahteraan sosial dapat dengan mudah untuk melaporkannya.

¢. Responsiveness (Ketanggapan)
Responsivenes pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena

hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam

menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Daya
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tangkap disini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam membantu
masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Untuk mengetahui bagaimana
Pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sesuia dengan wawancara dengan Kordinator Puskesos terkait dengan
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan jelas adalah sebagai berikut :

“Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait
dengan pelayanan Puskesos, adalah dengan Mencatat
keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem
aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat
Kabupaten atau Kota. kemudian Melayani, menangani, dan
menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin
sesuai kapasitas Desa atau kelurahan, -Melakukan rujukan
keluhan  penduduk  miskin dan/ rentan miskin kepada
pengelola program atau. layanan sosial di . desa atau
kelurahan atau di kabupaten atau kota melalm SLRT.
{Wawancara dengan IM, Tgl 23 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu masyarakat terkait dengan

ketanggapan pemerintah desa/keluarahan dalam pelayanan inovasi Puskesos
“Dalam pemberian pelayanan, pemerintah memberikan pelayanan
yang baik. Kami di berikan ruang untuk menyampaikan keluh kesa
terkait dengan tidak meratanya bantuan sosial yang di berikan
pemerintah. Setelah melakukan pengaduan dan ditindak lanjuti oleh
pemerintah, kami akhirnya mendapatkan bantuan. Selama ini kami
tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar. Tetapi setelah
melakukan pengaduan dan di tindak lanjuti kami dapat merasakan
bantuan dari pemernintah”. (Wawancara dengan Wd, tgl 06 Februari
2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa ketanggapan
pemerintah desa atau kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan inovasi puskesos
kepada masyarakat dapat di katakan baik. Hal tersebut terbukti dengan bagaimana
pemerintah desa atau kelurahan cepat tanggap penangani permasalahan yang di

adukan oleh masyarakat.
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Gambar 4. 1. Alur Layanan & Penanganan Keluhan Sekretariat Puskesos
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1.

Individu atau keluarga atau rumah tangga miskin dan rentan miskin
mendatangi Puskesos menyampaikan keluhan dan permasalahannya,
Keluhan dan permasalahan diterima oleh front office di bagian informasi
dan registrasi serta diteruskan ke bagian review dan analisis,

Individu, keluarga atau rumah tangga miskin dan rentan miskin

Diperiksa statusnya dalam daftar penerima manfaat olch bagian review dan
analisis: Jika tidak ada dalam Daftar Penerima Manfaat maka diusulkan
untuk dimasukkan ke dalam Dafiar Penerima Manfaat setelah melalui
verifikasi dan validasi.

Jika ada di dalam Daftar Penerima Manfaat maka Kkeluhan atau
permasalahannya dikaji dan dipetakan untuk diteruskan ke bagian back
office untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan dan kebutuhan program.
Bagian layanan dan penanganan keluhan memberikan informasi lebih detail

tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut
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sesuai keluhan atau kebutuhan program. Jika keluhan dan program yang

dibutuhkan individuataukeluargaataurumah tangga tidak bisa ditangam

langsung oleh Puskesos, maka diteruskan ke Supervisor SLRT di

Kecamatan untuk direview dan diteruskan ke Manajer Daerah SLRT.

d. Assurance (jaminan dan kepastian)

Pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pemben pelayanan

untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat.Setiap bentuk pelayanan

memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Bentuk kepastian

dari suatu pelayanan sangatlah ditentukan oleh jaminan dari pegawal yang

memberikan pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas

dan yakin dengan segala bentuk urusan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kordinator

Puskesos terkait dengan jaminan dan kepastian, dalam wawancaranya sebagai

berikut :

“Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam
mengatasi = ketidak = sejehteraan  masyarakat dalam bidang
ckonomi, keschatan dan pendidikan. ~Inovasi layanan pusat
kesejahteraan - sejatinya adalah program ataupun kegiatan
yang didesain secara konkret - dalam menjawab masalah-
masalah ataupun kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
taraf hidup mereka. Dan layanan sosial itu sendiri diberikan
kepada  individu, keluarga, kelompok-kelompok  dalam
kehidupan masyarakat dan bemegara. Berbicara masala
jaminan dan kepastian, inovasi puskesos ini hadir sebagai
jawaban dari permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat
terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan
adanya Puskesos ini, di harapkan tidak ada lagi masyarakat
yang tidak mendapatkan bantuan, tidak ada lagi anak-anak
yang tidak menempu pendidikan, tidak ada lagi masyarakat
yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,
karena semuanya suda menjadi tanggung jawab pemerintrah
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setempat, dalam hal 1m pemerintah desa atau keluaraha™
(Wawancara dengan IM, Tgl 23 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh staf Technical Assistance
(ASM) di Dinas Sosial (DINSOS) dalam wawancaranya sebagai
berikut :

“Terkait dengan jaminan dan kepastian, dengan adanya inovasi
Puskesos vang di selenggarakan oleh  masing-masing
desa’kelurahan, di harapkan tidak ada lagi masyarakat dalam
desa/kelurahan tersebut yang tidak memperoleh bantuan. Karena
dana yang di gunakan dalam pelaksanaan inovasi puskesos tersebut
berasal dari Anggaran Dana Desa yang memang seharusnya di
pergunakan <untuk keperluan desa tidak terkecuali untuk
kepentingan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jika dalam suatu
desa/keluarahan ada imasyarakat yang tidak mendapatkan bantuan,
ada dua kemungkinan yang terjadi' yakni Pemerintah desa/
kelurahaunya yang tidak benar dalam ‘melakukan pendataan
penduduk miskin, atau masyarakatnya yang tidak melaporkan serta
tidak melakukan pengaduan kepada pemerintah desa/kelurahan
karena telah di siapkan media untuk melakukan pengaduan terkait
degan kesejahteraan sosial yang di alami oleh masyarakat™
(Wawancara dengan ASM, Tgt 21 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancaar di atas dapat di simpulkan bahwa terkait
dengan jaminan dan kepastian, dalam pelayanan Puskesos kepada masyarakat,
jaminan dan kepastian yang di berikan yakni tidak ada lagi masyarakat yang
tidak mendapatkan bantuan, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah,
tidak ada lagi masyarakat yang sulit dalam mendapatkan bantuan kesehatan,
karena itu telah menjadi tugas dan pemerintah. Dengan adanya puskesos ini,
semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pengaduan,
terkait dengan bantuan kesejahteraan sosial.

Suatu pelayanan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat merasa puas

dengan apa yang diberikan. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,
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seperti yang di katakan oleh kordinator Puskesos dalam wawancaranya sebagai

berikut :

“Berbicara terkait dengan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat
terkait dengan pelayanan yang di berikan, kami tidak tau apakah
masyarakat merasa puas atau tidak. Tetapi sejauh ini, kami melihat
bagaimana antusias masyarakat, bagaimana semangat masyarakat,
kami melihat masyrakat merasa nyaman dengan pelayanan yang
kami berikan. Karena selama pelaksanaan inovasi puskesos tiak
ada keluhan yang di berikan masyarakat terkait dengan pelayanan
yang di berikan™. (Wawancara dengan IM, tgl 23 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu masyarakat dalam

wawancaranya terkait dengan jaminan dan kepastian dalam pelayanan

Puskesos, sebagai berikut :

“Kami merasa sangat puas -dengan pelayanan yang di
berikan oleh pemerintah desa’kelurahan setempat. Dengan
adanya pelayanan pengaduan seperti im, kami dengan
mudah dapat memberikan pengaduan terkait dengan masalah
yang kami hadapi, dengan melakukan pengaduan tersebut,
kami mendapatkan penyelesaian, karena selama ini, saat
kami melakukan pengaduan responnya yang lamah dan
kadang tidak ada penyelesaian. Tetapi ~demgan adanya
pengaduan ~kesejahteran sosial, kami dapat dengan mudah
melaporkan dan mendapatkan solusi terkait ‘dengan masalah
yang di hadapi”. (Wawancara dengan ST, 25 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa tingkat

kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang di berikan sangat baik.

Dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan.

Masyarakat juga memberikan respon yang positif terkait dengan pelaksanaan

pelayanan inovasi Puskesos yang di lakukan oleh pemerintah desa/kelurahan,

karena sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengaduan terkait

dengan permasalahan-permasalahan yang di hadapinya.
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e. Empathy (Perhatian)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang
diberikan kepada pra penerima pelayanan dengan memahami keinginan
masyarakat. Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar sebagai
pelaksana Inovasi Kupas Tas memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang
menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat.

Wawancara yang di lakukan bersama dengan Kordinator Puskesos terkait
dengan perhatian yang di berikan dalam pelayanan Puskesos, sebagai berikut

“Pelaksanaan pelayanan Puskesos kepada masyarakat, bentuk
perhatian yang kami berikan adalah dengan memberikan ruang
kepada masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan
sosial uniuk dapat. memberikan ‘pengaduannya, atau datang
melaporkannya kepada pemerinta atau aparat desa untuk kemudian
di tindak lanjuti. Karena tujun utama dan puskesos adalah
memastikan tidak ada lagi masyarakat mskin yang tidak
memperoleh bantuan”. (Wawancara dengan IM, Tgl 23 Oktober
2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu masyarakat, terkait dengan
bagaimana pemerintah desa/kelurahan memberikan . perhatian kepada
masyarakatnya terkait dengan pelaksanaan inovas) Puskesos

“Pemerintah desa/kelurahan datang untuk meminta data kepada
kami terkait dengan penerimaan bantuan. Masyarakat miskin yang
tidak menerima bantuan di data satu persatu untuk menerima
bantuan, selaing itu, masyarakat yang tidak di data dan tidak
mendapatkan bantuan dan tergolong dalam masyarakat kurang
mampu dapat datang lansung ke kantor desa/kelurahan untuk
melakukan pengaduan atau melaporkan agar di peroses untuk
mendapatkan bantuan”, (Wawancara dengan WD, Tgl 25 Oktober
2020)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa bentuk

perhatian yang di berikan pemerintah desa/kelurahan terkait dengan inovasi



56

puskesos adalah dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk
memberikan pelaporan terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang
di hadapinya untuk kemudian di lakukan tindak lanjutan, agar setiap kalangan

masyarakat yang berstatus kurang mampu dapat memperoleh bantuan.

. Pembahasan

. Tangible (Bukti Fisik)

Dimenst fangible (bukti fisik) merupakan peralatan yang dipergunakan
dalam pelayanan, dan media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi imi
sudah dirasakan oleh masyarakat sudah baik maka masyarakat akan merasakan
kepuasan. Untuk mengukur dimensi ini-dalam upaya mengetahui kualitas
pelayanan.

Pengertian bukti fisik dalam kualitas pelayanan adalah bentuk aktuaiisasi
nyata secara fisik dapat terlihat atau di gunakan oleh pegawai sesuai dengan
penggunaan dan pemanfaatannya vang dapat di rasakan membantu pelayanan
yang di terima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas akan
pelayanan yang diberikan (Dwiyanto, 2008)

Dalam pemberian pelayanan berbasis pengaduan masyarakat melalui
inovasi puskesos, pemernintah dalam hal ini pemerintah desa/kelurahan bersama
dengan Dinas Sosial Kab. Bantaeng berupaya untuk memberikan pelayanan
yang baik, sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat. Pelayanan
yang diberikan berupa memastikan terlebih dahulu apa yang menjad: keluhan
masyarakat, untuk selanjutnya dilakukan penindakan lanjutan. Agar

masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang di bernkan,
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pemerintah desa/kelurahan dana pelayanan puskesos menyiapkan fasilitas yang

baik kepada masyarakat berupa tempat pengaduan, yakni datang lansung ke

kantor desa atau atau kelurahan untuk menyampaikan apa yang menjadi

permasalahannya.

a. Penampilan petugas
Pada indikator ini penampilan Pemerintah desa’kelurahan berpenanpilan
rapi. Tujuan utama berpenampilan rapi meskipun tidak dalam ruang
lingkup kantor agar para pegawai Pemerintah Desa/Keluraha tetap
mempertahankan esksistensinya di depan masyarakat.

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan
Tenpat pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa/Kelurahan tergolong
nyaman kama dilakukan dikantor kecematan/kelurahan Masyarakat
diberikan pastlitas tenpat yang memadai, seperti kursi. tenda, dan peralatan
lainnya yang dapat membuat masyarakat merasa nyaman selama peroses
pelayanan berlangsung.

¢. Kemudahan dalam peroses pelayanan
Untuk indikator kemudahan dalam pelavanan memang sudah terjadi dalam
pelayanan yang suda mengetahui apa yang diperlukan bila mau meminta
pelayanan, Tetapi untuk jenis-jenis pelayanan yang baru terkadang masi
belum tau persyaratan yang diperlukan sehingga masyarakat harus bolak-
balik untuk mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk
memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan, maka dilakukan

sosialisi kepada masyarakat tentang berkas-berkas apa saja yang harus
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dipenuhi sebelum melakukan pengadukan terkait dengan permasalahan

yang di alami masyarakat.

2. Reability (Kehandalan)

Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat,
akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian pelayanan. Hal ini penting
mengingat masyarakat membuktikan pembuktian dari janji-janji pelayanan.

Setiap pelayanan memeriukan bentuk pelayanan yang handal, artinya
dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki
kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan
profesional kerja yang tinggi, schingga aktivitas ‘kerja yang dikerjakan
menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan
kesan vang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat
(Dwiyanto,2008)

Untuk mengukur dimensi kehandalan, dalam upaya mengetahui kualitas
pelayanan publik adalah sebagai benkut :

a. Prosedur pelaksanaan Pelayanan Puskesos
prosedur pelaksanaan  Puskesos kepada masyarakat adalah
dimana inovasi Puskesos ini di bentuk oleh Dinas sosial bekerja
sama dengan pemerintah desa dan keluarahan dalam menjangkau
layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam pelaksanaan Puskesos, Ada berbagai hal-hal yang harus
diperhatikan sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat,

diantaranya adalah bagaimana mengarahkan masyarakat untuk memahami
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perosedur dan mekanisme pelayanan sehingga dalam peroses
pelaksanaannya, tidak ditemukan hambatan.
3. Responsivines (ketanggapan)

Daya tanggap merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan
memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan serta mendengar dan
mengatasi keluhan yang diajukan konsumen.

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk  pelayanan,
mengutamakan aspek vyang sangat mempengaruhi perilaku orang yang
mendapat pelayanan,sehingga diperlukan  kemampuan daya tangap dari
pegawai untuk melayani  masyarakat K seswai dengan tingkat penyerapan,
pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak di
ketahinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail,
membina, mengarahkan dan membujuk untuk menyikapi segala bentuk
prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga
bentuk pelayanan mendapatkan respon positif (Dwiyanto, 2008)

Dalam pelaksanaan inovasi Puskesos kepada masyarakat, bentuk
ketanggapan pegawai desa/kelurahan kepada masyarakat adalah dengan
memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan inovasi Puskesos,
memberikan pembinaan kepada masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan

terkait dengan apa yang menjadi kendala atau permasalahannya.
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4. Assurance (jaminan dan kepastian)

Dimensi assurance (jaminan dan kepastian) merupakan pengetahuan dan
kesopan santunan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan.

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan
yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh
jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang
menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan
pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai dengan kecepatan, ketetapan,
kemudahan, kelancaran dan kualitas layanann yang diberikan (Dwiyanto,2008)

Dalam pelayanan Puskesos kepada masyarakat, jaminan dan kepastian
vang di berikan yakni tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan
bantuan, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersckolah, tidak ada lag
masyarakat yang sulit dalam mendapatkan bantuan keschatan, karena itu telah
menjadi tugas dari pemerintah. Dengan adanya puskesos ini, semua lapisan
masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan-pengaduan, terkait dengan

bantuan kesejahteraan sosial.

. Empathy (Perhatian)

Empati dalam pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan,
simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan sengan
pelayanan untuk mengembangkan atau melakukan aktivitas pelayanan sesuai

dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut.
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Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman
dan pengertian dan kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal
yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan
berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan
memiliki adanya rasa empati atau perhatian (£mpat/ry) dalam menyelesaikan
atau mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan
(Dwiyanto, 2008)

Bentuk perhatian yang di berikan pemerintah desa/kelurahan terkait
dengan inovasi puskesos adalah dengan membernkan ruang kepada masyarakat
untuk memberikan pelaporan terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial
vang di hadapinya untuk kemudian di lakukan tindak lanjutan, agar setiap
kalangan masyarakat yang berstatus kurang mampu dapat memperoleh

bantuan.



BABYVY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan Penulis Inovasi Pelayanan Aduan
Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Di Desa Bonto Jai
Kabupaten Bantaeng, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos
(Pusat Kesejahteraan Sosial) Di Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng,
menunjukkan dari lima indikator vaitu 7angible (bukti fisik), kemampuan
pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
melalui {a) kelengkapan fasilitas pelayanan, (b) penggunaan alat bantu dalam
peroses pelayanan, kenyamanan tenpat dalam melakukan peroses pelayanan.
Reability (keandaldn), kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan
vang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Hal ini dapat dilihat dari
bagaimana Pemerintah desa’kelurahan bersama dengan Dinas Sosial Kab.
Bantaeng memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui (a)
kemudahan dalam peroses pelayanan, (bymemiliki standar pelayanan yang jelas.
Responsiviness (ketanggapan) pemberi pelayanan datam hal ini Pemerintah
desa’kelurahan bersama dengan Dinas Sosial Kab. Bantaeng  dalam
pelaksanaan Inovasi Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat
Kesejahteraan Sosial), memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,

penyampaian informasi yang cepat kepada masyarakat. Assurarnce (jaminan dan
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kepastian) dalam peroses pelaksanaan program Inovasi Pelayanan Aduan
Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), Pemerintah
Desa/kelurahan memastikan semua masyarakat miskin mendapatkan haknya
untuk memperoleh bantuan kesejahteraan sosial. Empathy (perhatian) dalam
pelaksanaan Inovasi Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Puskesos (Pusat
Kesejahteraan Sosial), pemerintah desa/kelurahan memberikan pelayanan yang
baik, tulus, dan bersikap lembut kepada masyarakat. Tetap memperhatikan
kaidah-kaidah pelavanan vang baik kepada masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan Inovasi Puskesos kepada masyarakat dengan
melihat indikator tersebut diatas, bentuk Inovasi ‘Puskesos lebih kepada
bagaimana mensejahterakan masyarakat. Inovasi Puskesos ini bertujuan agar
tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak ada lagi
anak-anak yang tidak bersekolah, serta semua kalangan masyarakat dapat
menikmati semua bantuan yang di sediakan olch pemerintali. Bentuk bantuan
kesejahteraan imi berupa (bantuan sekolah geratis, bantuan kesehatan, dan
bantuan sosial).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini

dikemukakan saran atau masukan :

memperhatikan keadaan penduduknya, selalu mengontrol dan melihat

bagaimana keadaan kesejahteraan penduduknya.

|
1. pemerintah atau instansi yang terkait, sebaiknya lebih aktif lagi
i
J
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2. Pemerintah atau intansi terkait sebagai pengayom masyarakat sebaiknya

lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang di alami oleh masyarakatnya
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